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ABSTRAK

Permohonan izin poligami di Indonesia masih menjadi persoalan hukum
yang kompleks, terutama terkait dengan bagaimana hukum diinterpretasikan oleh
hakim dalam praktik peradilan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal
4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam,
praktik menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap perkara izin
poligami yang memiliki kemiripan fakta. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam permohonan
izin poligami antara Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari
sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 544, 1469, 1438, 780, dan 1291.
Kemudian mengkaji apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau
menolak permohonan izin poligami telah mencerminkan pencapaian nilai-nilai
rasionalitas dan tujuan hukum.

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode kualitatif
deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-empiris. Analisis dilakukan dengan

menggunakan teori rasionalitas hukum dari Gunther Teubner serta teori tujuan
hukum Gustav Radbruch, untuk mengevaluasi bentuk rasionalitas hukum yang
digunakan hakim (formal, substantif, dan refleksif) dan sejauh mana pertimbangan
tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Data primer diperoleh dari salinan putusan dan wawancara hakim, sedangkan data
sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penelitian ini menemukan
bahwa bentuk rasionalitas hukum hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan
Agama Mungkid dan Wonosari terbagi antara rasionalitas formal yang berfokus
pada syarat normatif secara Kketat, dan rasionalitas substantif yang
mempertimbangkan aspek sosial dan perlindungan terhadap pihak rentan. Kedua,
nilai-nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan muncul secara berbeda dalam putusan; di mana putusan yang menolak
lebih mencerminkan kepastian hukum, sedangkan putusan yang mengabulkan lebih
menekankan pada keadilan dan kemanfaatan. Ketiga, disparitas putusan
dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan rasionalitas, penafsiran terhadap syarat
formil-materiil, serta integrasi nilai hukum dalam penalaran hakim, meskipun
norma hukum yang digunakan pada dasarnya sama.

Kata Kunci: Poligami, Disparitas Putusan, Rasionalitas Hukum, Teori Gustav
Radbruch, Teori Gunther Teubner, Penjatuhan Putusan



ABSTRACT

The application for polygamy permits in Indonesia remains a complex legal
issue, particularly concerning how the law is interpreted by judges in judicial
practice. Although it is normatively regulated in Article 4 and Article 5 of Law
Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), in practice, there is
a noticeable disparity in judicial decisions regarding polygamy cases that share
similar factual backgrounds. This research aims to examine the factors that
contribute to the disparity of decisions in polygamy permit cases between the
Religious Court of Mungkid and the Religious Court of Wonosari, as reflected in
Decisions Number 544, 1469, 1438, 780, and 1291. Furthermore, the study seeks
to assess whether the legal considerations of judges in granting or rejecting
polygamy applications reflect the realization of rationality and the fundamental
objectives of law.

This research is a field study using a qualitative descriptive-analytical
method and a juridical-empirical approach. The analysis employs Gunther
Teubner's theory of legal rationality and Gustav Radbruch’s theory of legal
purpose to evaluate the forms of rationality used by judges (formal, substantive,
and reflective) and the extent to which their considerations reflect the legal values
of justice, utility, and legal certainty. Primary data were obtained from court
decisions and interviews with judges, while secondary data were derived from legal
literature and statutory regulations.

The findings of this study indicate the following: First, the forms of legal
rationality applied by judges in polygamy cases at the Religious Courts of Mungkid
and Wonosari vary between formal rationality which emphasizes strict adherence
to normative legal requirements and substantive rationality which considers social
aspects and the protection of vulnerable parties. Second, the fundamental legal
values proposed by Gustav Radbruch namely justice, legal certainty, and utility are
reflected differently in each decision; where dismissals tend to embody legal
certainty, approvals prioritize justice and utility. Third, the disparity in rulings is
influenced by differences in rationality approaches, interpretations of formal and
material requirements, and the integration of legal values into judicial reasoning,
despite the fact that the applicable legal norms remain the same..

Keywords: Polygamy, Judicial Disparity, Legal Rationality, Gustav Radbruch’s
Theory, Gunther Teubner’s Theory, Judicial Reasoning
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan trasliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab Nama
| Alif
o Ba
o Ta
& Sa
Jim
cC
H&’
C
. Kha’
C
s Dal
¥ Zal
R
J
. Zai
J
Sin
18t
N Syin
18t
Sad

%

Huruf Latin

Sy

Xi

Keterangan

be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet dengan titik di atas
Er
zet
es
es dan ye

es (dengan titik di bawah)



C ™ ™ & & %

cC L G

CcC v

¢

-

Konsonan Rangkap karena Syaddah

de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge

ef

ki

ka

el

em

en

We

Ha

Apostrof

Ya

u o a

83 Jada
e
X

ditulis
ditulis

muta‘addidah
‘iddah

Ta’> Marbuzah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

xii




ks ditulis Hikmah
e ditulis ‘illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis h.

£ 1 4 38 ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbuzah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h

hill 3183 ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

o N a
Ja2 fathah ditulis ,
- fa’ala
L& o [
8 kasrah Ditulis sukira
e - u
QAL dammah Ditulis .
= yazhabu
E. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif ditulis a
ol ditulis jahiliyah
2 | Fathah + ya’ mati ditulis a
wﬁ ditulis tansa
3 | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
a8 ditulis karim
4 | Dammah + wawu mati ditulis U
ey ditulis furad
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Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai
Al ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au
Jsé ditulis gaul

Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

;ﬁﬁ ditulis a’antum
A58 Gl ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf J/, namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh
huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya yaitu “Jd

KRB ditulis al-Qur’an
bl ditulis al-Qiyas

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan

menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan

| (el) nya.
APV ( ditulis as-Sama’
WA ditulis asy-Syams

Xiv



Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

u'égjﬁ\ g;s ditulis Zawi al-Furtd
a3 AT ditulis Ahl- as-Sunnah

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama huruf

awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Hiah 4 g )-I‘ @.\S\ Ob&aa) se& | ditulis | Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan praktik perkawinan yang masih menuai perdebatan
panjang di Indonesia. Dari sudut pandang tertentu, poligami dipahami layaknya bentuk
kebebasan individu dalam membangun rumah tangga, terutama dalam masyarakat
dengan tradisi patriarkal yang kuat. Namun di sisi lain, praktik ini juga sering dikritik
karena dinilai berpotensi melanggar prinsip keadilan gender, merugikan pihak istri, dan
membuka ruang eksploitasi terhadap perempuan dalam relasi keluarga. Wacana
mengenai poligami tidak hanya menjadi persoalan sosial dan moral, tetapi juga masuk
ke ranah hukum, terutama dalam konteks regulasi mengenai urusan keluarga dalam
konteks perbandingan antarnegara yang mengenal sistem hukum campuran antara

hukum agama dan hukum nasional.?

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
bersama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa asas utama dalam
sistem perkawinan di Indonesia adalah monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3

ayat (1) UU Perkawinan. Kendati demikian, Pasal 4 dan Pasal 5 memberikan ruang

1 H H Puspytasari, A Maulana, and F Agustina, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum
Perkawinan,” Journal of Education Research, Vol. 4: 3 (2023), him. 2517-2524,



pengecualian yang memungkinkan praktik poligami, asalkan memenuhi syarat-syarat
tertentu. Syarat tersebut mencakup adanya izin dari pengadilan serta alasan yang dapat
dibenarkan secara hukum, seperti ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban
rumah tangga, mengalami gangguan fisik atau menderita penyakit kronis yang secara
medis dinyatakan tidak dapat disembuhkan, serta mengalami gangguan kesuburan
yang menghambat kemungkinan memiliki keturunan.? 1zin ini tidak bersifat otomatis,
karena pengadilan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kecakapan suami
dalam memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh istrinya. Dalam praktiknya,
pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk
memastikan bahwa poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap

berada dalam koridor hukum yang melindungi hak-hak perempuan.®

Ketentuan hukum tersebut mencerminkan upaya negara untuk mengatur
praktik poligami agar tidak merugikan pihak-pihak terkait, khususnya perempuan yang
secara historis kerap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam
pelaksanaan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.* Meskipun regulasi telah

mengatur dengan tegas, masih terjadi perbedaan dalam penafsiran dan penerapan oleh

2 Milda Kurnia Herawati and Tajul Arifin, “Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan
Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
6, no. 1 (2024): 59-74

3 Afdhalia Mahatta and Muhammad Irfan AD, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS
An-Nisa Ayat 3),” Sakena: Jurnal Hukum Keluarga 9, no. 1 (2024): him 54-60

4 Citra Rahmatul Ummabh, Siti Ramlah Usman, and Husni Kusuma Dinata, “Analisis Proses
Penetapan Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Larantuka , Kabupaten Flores Timur,”
Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Iimu Komunikasi, Volume. 1 No. 4 (2024): him 13-21



majelis hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini menimbulkan
pertanyaan besar terkait konsistensi dalam penegakan hukum dan bagaimana nilai-nilai

keadilan diartikulasikan oleh aparat penegak hukum dalam konteks poligami.®

Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat banyak disparitas dalam
penerapan hukum oleh para hakim yang berwenang memeriksa perkara di peradilan
agama ketika mengadili dan memberikan penetapan terhadap perkara permohonan
poligami. Berbagai putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim seharusnya lahir dari
norma hukum yang sama sering kali berakhir dengan hasil yang berbeda secara
signifikan. Dalam beberapa kasus, permohonan poligami dikabulkan meski alasan
yang diajukan tampak tidak terlalu kuat, sedangkan dalam kasus lain permohonan yang
serupa justru ditolak. Disparitas ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi
juga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum dan integritas

sistem peradilan.®

Fenomena disparitas tersebut dapat dijumpai secara nyata dalam putusan-
putusan yang dikeluarkan oleh dua lembaga peradilan yang menjadi fokus dalam kajian
ini, yakni Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari. Kedua
pengadilan ini, meski berada dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda, sama-sama

menangani perkara izin poligami berdasarkan rujukan hukum yang identik, yakni UU

5 Ah Kholis Hayatuddin, Desti Widiani, and Betty Eliya Rohmah, “Socio-Juridical Analysis on
Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI),” Al-’Adalah 19, no. 1 (2022): 195-
222,

€ Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal limiah
Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20:1, (2020), him. 320



Perkawinan dan KHI. Namun, hasil putusannya menunjukkan variasi yang signifikan,
baik dari segi argumentasi hukum maupun pertimbangan sosiologis. Variasi tersebut
menandakan adanya pola pikir dan pendekatan yang berbeda dari masing-masing
majelis hakim dalam memahami dan menerapkan norma hukum terhadap konteks

konkret yang mereka hadapi.’

Dalam konteks ini, penting untuk mengangkat kembali peran penalaran hukum
(legal reasoning) sebagai salah satu fondasi penting dalam penegakan keadilan.
Penalaran hukum tidak hanya merujuk pada proses deduktif dari norma ke putusan,
tetapi juga melibatkan pertimbangan nilai, fakta sosial, serta orientasi moral dari
seorang hakim. Oleh karena itu, memahami bagaimana hakim membentuk rasionalitas
hukumnya dalam memutus perkara poligami menjadi aspek yang sangat penting untuk
dikaji secara lebih dalam. Aspek ini memiliki signifikansi tidak hanya untuk
pengembangan ilmu hukum, melainkan turut berkontribusi terhadap kepastian hukum

dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.®

Sayangnya, kajian mengenai dasar argumentasi yuridis hakim dalam
menangani permohonan izin poligami masih didominasi oleh pendekatan normatif

yang berfokus pada kesesuaian putusan dengan bunyi pasal-pasal hukum yang berlaku.

7 Mahdolita, S., Kamarusdiana, K., & Yasardin, Y. Disparitas putusan isbat nikah poligami
siri perspektif magasid syariah. Tahkim: Jurnal Kajian Hukum dan Syariah, (2024), 14(1).

8 Taufik, A., & Tohari, I.. Konstruksi nalar rechtvinding hakim dalam pemberian izin poligami
yang berkeadilan gender dalam putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg. Al-
Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, (2019) 9 (2), 235-252.



Sedikit sekali kajian yang menyoroti aspek filosofis dan rasionalitas di balik
pertimbangan tersebut. Padahal, disparitas putusan yang terjadi menunjukkan bahwa
ada dimensi rasionalitas yang tidak terakomodasi secara eksplisit dalam teks hukum,

namun sangat berpengaruh dalam praktik putusan.®

Untuk memahami dinamika rasionalitas ini, penelitian ini menggunakan teori
rasionalitas hukum dari Gunther Teubner. Teori ini membagi pola penalaran hukum
menjadi tiga bentuk utama, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas substantif, dan
rasionalitas refleksif. Rasionalitas formal merujuk pada bentuk penalaran yang ketat
terhadap norma hukum tertulis, di mana hakim berperan sebagai pelaksana literal
undang-undang. Rasionalitas substantif mengacu pada penalaran hukum yang
mempertimbangkan nilai-nilai sosial, keadilan substantif, dan tujuan sosial dari
hukum. Sementara rasionalitas refleksif merupakan bentuk penalaran yang paling
kompleks, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan norma dan nilai, tetapi juga
melakukan refleksi kritis terhadap norma hukum itu sendiri dan implikasi sosialnya.
Dalam konteks perkara izin poligami, klasifikasi ini dapat digunakan untuk
menganalisis kecenderungan pola pikir hakim dalam memutuskan perkara yang sama

dengan hasil yang berbeda. 1°

® 1bid,.

10 Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, Oyo Sunaryo Mukhlas “Dinamika Politik Hukum
Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum
Indonesia”, Qanuniya : Jurnal limu Hukum Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2024, HIm 34-43



Selain itu, untuk melengkapi pendekatan tersebut, digunakan pula teori tujuan
hukum dari Gustav Radbruch yang menempatkan tiga nilai utama sebagai fondasi dari
sistem hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya menjadi
parameter penting dalam menilai apakah suatu putusan hukum telah mencerminkan
prinsip-prinsip dasar dari hukum itu sendiri. Dalam kasus poligami, teori ini membantu
untuk mengukur sejauh mana hakim mempertimbangkan nilai-nilai tersebut secara
proporsional. Misalnya, apakah hakim lebih mengutamakan kepastian hukum dengan
berpegang teguh pada syarat formal dalam undang-undang, atau justru memilih
pendekatan keadilan dan kemanfaatan dengan melihat kondisi sosial dan perlindungan

terhadap perempuan serta anak.!

Pemilihan dua teori tersebut bukan tanpa alasan. Teori rasionalitas hukum
Gunther Teubner memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum tidak
hanya menjadi sistem normatif yang otonom, tetapi juga terbuka terhadap interaksi
dengan sistem sosial lainnya, seperti moralitas, budaya, dan politik. Sementara itu, teori
tujuan hukum Gustav Radbruch menggarisbawahi pentingnya hukum untuk tidak
hanya berlaku secara legal formal, tetapi juga harus adil dan bermanfaat bagi
masyarakat. Dengan menggabungkan kedua teori ini, diharapkan penelitian dapat

mengungkap bukan hanya apa yang menjadi dasar putusan hakim, tetapi juga mengapa

11 Sihombing, J. Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam teori
hukum progresif. Jurnal Legislasi Indonesia, (2021), 18(1), 12-25.



dan bagaimana pertimbangan tersebut dibentuk, serta apa implikasi nilainya terhadap

pencapaian keadilan hukum secara lebih luas.?

Dalam pelaksanaan tugas kehakiman di lingkungan Peradilan Agama Mungkid

dan Pengadilan Agama Wonosari, penulis menemukan ketidaksamaan hasil putusan

yang diambil oleh para hakim pada beberapa penetapan yang ditemui melalui direktori

putusan Mahkamah Agung:

Tabel 1. Putusan Poligami PA. Mungkid Berdasarkan Hubungan yang

Telah Terjalin Lama dan Telah Hamil

NO | PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID PUTUSAN HAKIM
1 Putusan 544/Pdt.G/2018/PA. Mkd Tolak
2 Putusan 1438/Pdt.G/2020/Pa.Mkd Kabul
3 Putusan 1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd Tolak

Tabel 2. Putusan Poligami PA.Wonosari Berdasarkan Hubungan yang Telah

Terjalin Lama dan Telah Hamil

NO | PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI PUTUSAN HAKIM
1 Putusan 780/Pdt.G/2018/PA.Wno Tolak
2 Putusan 1291/Pdt.G/2020/PA.Wno Kabul

12 Eka N.A.M Sihombing And Cynthia Hadita, “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif
Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia,” Mahakim: Journal Of Islamic Family Law 5, No. 1 (2021)




Melalui studi terhadap beberapa putusan dari Pengadilan Agama Mungkid dan
Wonosari, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola rasionalitas hukum
yang digunakan oleh hakim serta menilai sejauh mana putusan-putusan tersebut
merefleksikan penerapan prinsip dasar hukum yang mencakup keadilan substantif,
kemaslahatan sosial, serta kepastian regulatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya akan memberikan kontribusi teoritik bagi pengembangan studi hukum, tetapi
juga memberikan masukan praktis dalam rangka perbaikan sistem peradilan keluarga

di Indonesia, khususnya dalam konteks perkara izin poligami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk rasionalitas hukum yang digunakan oleh hakim dalam
memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari?

2. Bagaimana nilai-nilai dasar tujuan hukum tercermin dalam pertimbangan
hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan
Wonosari?

3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan
hakim terhadap perkara izin poligami meskipun norma hukum yang digunakan
sama?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini dirancang untuk merespons dan memberikan jawaban terhadap
rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Secara spesifik, kajian ini

bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan secara mendalam mengenai:



1. Menganalisis bentuk rasionalitas hukum yang digunakan oleh hakim dalam
memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan
Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan teori Gunther Teubner, dengan
mengidentifikasi kecenderungan hakim dalam menggunakan pendekatan
formal, substantif, atau refleksif serta dampaknya terhadap hasil putusan.

2. Mengkaji bagaimana nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan hukum, diintegrasikan dalam pertimbangan hakim
dalam perkara izin poligami berdasarkan teori Gustav Radbruch, serta
memahami bagaimana orientasi nilai-nilai tersebut memengaruhi corak
putusan yang dijatuhkan.

3. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan
dalam perkara izin poligami meskipun norma hukum yang digunakan sama,
dengan menelusuri perbedaan pola penalaran hukum, sensitivitas sosial, dan
interpretasi terhadap syarat normatif yang digunakan oleh masing-masing
majelis hakim.

D. Manfaat Penelitian
Pembahasan yang disusun dalam kerangka penelitian ini mengandung beberapa
implikasi yang bernilai bagi pengembangan keilmuan dan praktik hukum, yaitu

seperti di bawah ini:
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1. Manfaat Teoritis

a. Menawarkan kontribusi konseptual yang memperkaya pemikiran dalam
bidang keilmuan hukum, khususnya pada wilayah kajian teori rasionalitas
hukum dan psikologi hukum dalam praktik peradilan agama.

b. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam
bagaimana hakim membentuk konstruksi nalar hukumnya dalam
merespons perkara poligami, sehingga dapat memperkaya pemahaman
tentang hubungan antara norma hukum, latar belakang sosiokultural, serta
pengalaman personal hakim dalam membentuk putusan. Hasil temuan ini
juga dapat menjadi landasan awal dalam mengembangkan model
konseptual atau kerangka analitis mengenai pengambilan keputusan
yudisial yang bersifat reflektif dan kontekstual.

c. Secara interdisipliner, penelitian ini memberi kontribusi terhadap bidang
psikologi dengan mengungkap dinamika kognitif dan nilai yang
memengaruhi proses berpikir hakim, serta terhadap manajemen hukum dan
kebijakan publik dalam hal pengelolaan institusi peradilan berbasis nilai

lokal dan keadilan substantif.

2. Manfaat Praktis

a. Secara aplikatif, temuan dalam studi ini berpotensi menjadi dasar
pertimbangan bagi para penegak hukum dan pemangku kebijakan di bawah

naungan Mahkamah Agung maupun Ditjen Badilag, serta pihak-pihak yang
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berkepentingan dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan terkait praktik
poligami. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi
pertimbangan hakim dapat membantu meningkatkan konsistensi dan
akuntabilitas putusan, serta memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan
berbasis konteks sosial-budaya.

b. Bagi lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan calon hakim, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai studi kasus dalam mata kuliah etika
yudisial, hukum keluarga Islam, maupun metodologi pengambilan
keputusan hukum.

c. Bagi organisasi masyarakat sipil dan aktivis perempuan, penelitian ini
memberikan gambaran empirik tentang bagaimana hukum dan nilai
keadilan diperjuangkan dalam ruang peradilan, sehingga dapat menjadi
dasar advokasi yang lebih tepat sasaran.

E. Telaah Pustaka

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai
relasi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sekaligus mencegah
terjadinya repetisi tema dan pelanggaran etika akademik berupa plagiarisme.
Sebagai bahan pertimbangan serta untuk mempermudah melihat perbedaan pada
penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengelompokkan beberapa rujukan
yang berhubungan dengan penelitian, di antaranya dikategorikan ke dalam dua
aspek, yang pertama aspek formulasi rasionalitas hukum hakim, dan yang kedua

aspek pengkabulan dan penolakan izin poligami.
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Pertama, kajian mengenai rasionalitas hukum hakim banyak diulas dalam
literatur hukum progresif dan hukum Islam kontemporer. Menurut Nurjaya,
rasionalitas eksistensi hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi
oleh struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Hakim memiliki
otonomi rasional untuk menafsirkan norma hukum, baik secara normatif maupun
kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bekerja dalam
ruang yang hampa sosial, melainkan berinteraksi dengan dinamika masyarakat dan
hukum itu sendiri.™®

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhli & Rahmi secara eksplisit
membahas bagaimana ijtihad dan pendekatan maqasid al-syari ‘ah digunakan oleh
hakim dalam mengembangkan logika hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial
masyarakat. Rasionalitas ini tidak semata didasarkan pada teks normatif, tetapi juga
mencerminkan integrasi antara pemahaman yuridis dan nilai-nilai sosial yang
berkembang. Hal ini menguatkan bahwa dalam konteks pengadilan agama, hakim
dituntut untuk memiliki kemampuan hermeneutik dalam membaca dan memahami
hukum dalam konteks kekinian.**

Penelitian dari Suci Ramadhan mengungkapkan bahwa pemikiran hakim

dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia memiliki penalaran yang

13 HM. Soerya Respationo and M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas
Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2: 2 (2013), him. 101-7

14 Ashabul Fadhli and Fathur Rahmi, “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara
Poligami,” Juris: Jurnal llmiah Syariah, Vol 19: 2 (2020), him. 215-29
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berbeda, sebagian hakim cenderung menggunakan penalaran hukum yuridis dan
sebagian hakim lainnya cenderung menggunakan penalaran hukum empiris. Hal ini
menunjukkan bahwa pemikiran hakim dan penalaran hukum yang digunakan tentu
akan berpengaruh terhadap hasil putusan hakim.*

Secara keseluruhan, rasionalitas hukum hakim mencerminkan integrasi
antara pemahaman yuridis dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Hakim dituntut
untuk memiliki kemampuan hermeneutik dalam membaca dan memahami hukum
dalam konteks kekinian, serta mempertimbangkan aspek moral dan kemaslahatan
dalam setiap putusannya.

Kedua, yang menjadi fokus telaah adalah bagaimana hakim membentuk
putusan terhadap permohonan izin poligami. Studi oleh Putri et al. menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan tajam dalam pertimbangan hakim walaupun
karakteristik kasusnya hampir identik, pendekatan yang diambil oleh masing-
masing pengadilan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Dalam salah satu
putusan, hakim mempertimbangkan kesehatan dan ketidakmampuan istri pertama
sebagai dasar pemberian izin, sementara di kasus lainnya, hakim menolak
permohonan dengan alasan belum terpenuhinya unsur keadilan dan kesiapan

finansial pemohon.*®

15 Suci Ramadhan, “Konstruksi Paradigma Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam
Berbasis Hukum Progresif,” 2021.

16 Tiara Novita Aisyah Putri, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Serta
Menolak Permohonan Izin Poligami Terhadap Calon Istri Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan
Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4718/Pdt.G/2019/Pa.Bwi. Dan Penetapan Pengadilan Agama
Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/Pa.Mkd.)”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2023)
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Permata & Ahdi mengkaji pendekatan maslahah mursalah sebagai
kerangka berpikir hakim dalam menilai permohonan poligami. Mereka
menekankan bahwa poligami tidak hanya soal legalitas formal, melainkan juga
menyangkut keberlanjutan kehidupan rumah tangga dan keadilan bagi semua
pihak. Temuan ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang
fleksibel digunakan dalam menghadapi realitas kontemporer di pengadilan
agama.’

Selain itu, Akbar & Malarangan memaparkan bahwa hakim yang
mengabulkan permohonan poligami biasanya mempertimbangkan aspek
perlindungan terhadap keturunan dan stabilitas sosial, sesuai dengan maqasid al-
syari‘ah. Sementara penolakan terhadap permohonan sering kali didasarkan pada
ketidaksiapan psikologis dan ekonomi, yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi
istri dan anak-anak. Kedua sisi ini menunjukkan dinamika pertimbangan hukum
hakim yang kompleks, yang sangat bergantung pada interpretasi individual dan
norma-norma lokal.®

Telaah pustaka ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan fokus antara

penelitian sebelumnya terhadap riset yang hendak dilaksanakan, terutama pada

17 Permata, Desi & Ahdi, Hapizul, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigarksa Nomor:
2598/PDT.G/2018/PA.TGRS Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif
Teori Maslahah Mursalah: (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)”. Jurnal Mahasiswa Hukum
Islam, 1. (2023), 14-33.

18 Mohfalatehan, & Akbar, Muh & Malarangan, Hilal., “Analisis Putusan Hakim Terhadap lzin
Poligami Dalam Perspektif Magashid Al-Syari’ah Di Pengadilan Agama Toli-Toli”, International
Journal Of Contemporary Islamic Law And Society. 6, (2024), 48-66.
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ranah rasionalitas hakim dan problematika permohonan izin poligami. Namun,
perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif antar
pengadilan agama dan analisis formulasi pertimbangan hukum secara holistik
dalam kerangka sosial dan hukum Islam. Tidak banyak penelitian terdahulu yang
membahas mengenai aspek tersebut secara simultan dan mendalam, sehingga Studi
ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru yang memperluas cakrawala
keilmuan dalam bidang hukum Keluarga Islam Dan Praktik Peradilan Agama Di

Indonesia.

. Kerangka Teoretik

Berbagai pendekatan teoretis yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini
akan diuraikan guna membangun landasan konseptual yang kuat dalam

menganalisis permasalahan yang diteliti:

1. Teori Rasionalitas Hukum Gunther Teubner

Dalam praktik peradilan, Hakim tidak semata berperan sebagai pelaksana
literal teks undang-undang, melainkan juga sebagai aktor interpretatif yang
menafsirkan hukum sebagai sistem normatif yang senantiasa berinteraksi dan
menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang melakukan penilaian hukum

berdasarkan konteks sosial, nilai moral, dan keadilan substantif. Rasionalitas
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hukum diposisikan sebagai salah satu dasar yang penting untuk mengkaji
proses penalaran yuridis yang dilakukan oleh hakim. Rasionalitas ini bukan
hanya sekadar kepatuhan terhadap norma hukum tertulis, melainkan juga
mencakup cara berpikir dan dasar argumentatif dalam mencapai putusan yang

adil dan bermanfaat bagi para pihak.®

Untuk mengurai bentuk dan arah dalam menelaah konstruksi kerangka
argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam mengkaji
dan menetapkan putusan atas perkara poligami, studi ini diarahkan untuk
menggunakan teori rasionalitas hukum dari Gunther Teubner. Teori ini
memberikan instrumen konseptual yang memadai dalam membedakan
berbagai tipe pendekatan hukum yang digunakan dalam putusan, terutama

dalam menghadapi konflik antara hukum positif dan realitas sosial.

a. Rasionalitas Formal
Rasionalitas formal merujuk pada kepatuhan terhadap sistem aturan
dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hakim yang menggunakan
pendekatan ini biasanya memutus perkara secara mekanistik dengan
merujuk secara ketat pada bunyi pasal dan struktur hukum formal. Nilai
utama yang ditekankan dalam rasionalitas ini adalah kepastian hukum dan

keteraturan sistem hukum. Dalam kerangka ini, hakim dianggap sebagai

9 M. Guntur Hamzah. Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam
Penegakan Hukum. Jurnal Yustisia, (2013) Vol. 2, No. 2, Mei—Agustus 2013, him. 105-106.
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“penegak hukum” yang perannya dibatasi oleh peraturan tertulis tanpa
memperhatikan nilai-nilai eksternal.2°

b. Rasionalitas Substantif

Berbeda dengan pendekatan formal, rasionalitas substantif
mengutamakan nilai-nilai moral, tujuan sosial, dan keadilan substansial
yang terkandung dalam penerapan hukum. Hakim yang menggunakan
rasionalitas ini berupaya menjawab tuntutan etika, kepatutan, dan
kemaslahatan dalam masyarakat. Dalam perkara poligami, misalnya, hakim
dengan pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan apakah
permohonan sesuai syarat hukum, tetapi juga mempertanyakan apakah
pelaksanaan poligami tersebut membawa dampak vyang tidak
menguntungkan bagi kesejahteraan istri pertama dan perkembangan anak-

anak.

c. Rasionalitas Refleksif

Rasionalitas refleksif merupakan bentuk tertinggi dari cara berpikir
hukum menurut Teubner. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya patuh
pada norma dan nilai eksternal, tetapi juga mampu mengevaluasi dan

merefleksikan dirinya sendiri secara kritis. Sistem hukum dalam pendekatan

2020 M, Guntur Hamzah. Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam
Penegakan Hukum. Jurnal Yustisia, (2013) Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2013, him. 105-106.
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ini  bersifat terbuka dan mampu belajar dari interaksinya dengan
kompleksitas sosial. Hakim dalam kategori ini diposisikan sebagai agen
reflektif yang tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga turut membentuk

arah perkembangan hukum ke depan.?!

Dalam konteks pengujian permohonan izin poligami, ketiga bentuk
rasionalitas ini sangat relevan untuk menganalisis keragaman pertimbangan
hakim. Jika hakim semata-mata merujuk pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tanpa mempertimbangkan situasi sosial, maka ia
cenderung menggunakan rasionalitas formal. Namun, jika hakim
mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan gender, dan perlindungan
anak, maka pendekatannya lebih ke arah substantif. Sementara itu, hakim
yang mempertanyakan kembali struktur aturan yang ada, dan menawarkan
tafsir yang lebih progresif, dapat dikategorikan menggunakan rasionalitas

refleksif.

Ketiga pendekatan ini bukan untuk saling dipertentangkan, tetapi
justru memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum
bekerja dalam masyarakat yang dinamis. Dalam praktik peradilan agama,

seperti perkara poligami, teori Teubner menjadi alat yang efektif untuk

21 M. Guntur Hamzah. Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam
Penegakan Hukum. Jurnal Yustisia, (2013) Vol. 2, No. 2, Mei—-Agustus 2013, him. 105-106.
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memetakan model berpikir yuridis seorang hakim, apakah konservatif, etis,

atau reflektif.

Tabel Nalar Berpikir Rasionalitas Hukum Hakim (Gunther Teubner)

. Implikasi
-Tlpe- Ciri Utama AN Fokus terhadap
Rasionalitas Acuan Penalaran
Putusan
1 Kepatuhan Undang- Legalitas Putusan bersifat
C . terhadap teks Undang, dan tekstual, minim
Rasionalitas - . .
hukum positif peraturan kepastian pertimbangan
Formal ; .
secara kaku tertulis hukum sosial dan moral
Mergodhungiey HUK.U { praliil Keadilan Putusan lebih
2. teks hukum + prinsip .
. . o : substantif kontekstual dan
Rasionalitas dengan nilai- keadilan, .
. oY dan konteks | sensitif terhadap
Substantif nilai sosial dan maslahat, ; .
: sosial dampak sosial
moral kemanusiaan
Putusan
Kritik terh Hukum, nilai . | progresif, bi
tik terhadap ukum, nila Transformasi progres , bisa
3. teks hukum sosial, kritik - | menyimpang
. . . hukum demi . :
Rasionalitas untuk mencapai | terhadap - dari bunyi
. o : keadilan . .
Refleksif nilai hukum norma itu . normatif demi
P - sosial .
yang lebih tinggi | sendiri nilai

kemanusiaan

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, dalam mengaktualisasikan tujuan hukum,

diperlukan penerapan prinsip prioritas di antara tiga nilai fundamental:

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini kerap kali

mengalami ketegangan dalam praktik, sehingga ketika terjadi konflik antara
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satu dengan lainnya, maka diperlukan pengorbanan terhadap salah satu nilai
demi keberlakuan nilai yang lebih dominan secara kontekstual.?? Oleh karena
itu, Gustav Radbruch mengusulkan penerapan asas prioritas nilai-nilai hukum

secara berjenjang, dengan susunan hirarkis sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan fondasi utama yang merekatkan struktur
kehidupan sosial yang beradab. Hukum hadir sebagai instrumen normatif
yang mengarahkan setiap individu maupun penyelenggara negara untuk
bertindak dalam koridor yang mendukung keteraturan sosial serta
tercapainya tujuan kolektif masyarakat. Sebaliknya, hukum juga berfungsi
sebagai batas yang mencegah tindakan destruktif yang berpotensi merusak
keseimbangan keadilan. Apabila norma hukum dilanggar, maka integritas
tatanan sosial akan terganggu karena nilai keadilan telah dicederai. Dalam
rangka memulihkan stabilitas kehidupan bersama, penegakan keadilan
menjadi suatu keniscayaan. Setiap bentuk pelanggaran harus direspons
melalui pemberian sanksi yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang
terjadi.

b. Kemanfaatan Hukum

22 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta,Raja Grafindo, 2012), him. 123
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Teori utilitarianisme merupakan pendekatan filsafat hukum yang
menekankan bahwa hukum idealnya dirancang untuk menjamin
kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Hukum dalam
perspektif ini berfungsi tidak hanya sebagai pelindung bagi individu yang
taat hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberi efek jera bagi pelanggar
norma, melalui mekanisme ganjaran dan sanksi yang menimbulkan perasaan
senang (pleasure) bagi yang taat, serta penderitaan (pain) bagi yang
melanggar.?® Sebuah norma hukum hanya dapat dinilai bernilai baik apabila
penerapannya menghasilkan konsekuensi yang bersifat konstruktif, yakni
memaksimalkan kebahagiaan kolektif dan meminimalkan penderitaan.
Sebaliknya, suatu ketentuan dianggap buruk apabila dampak yang
ditimbulkannya justru menciptakan ketidakadilan, kerugian sosial, dan
memperburuk kondisi penderitaan masyarakat secara luas.

Esensi utama dari teori ini terletak pada orientasinya terhadap tujuan
serta evaluasi hukum. Hukum dipandang ideal apabila bertujuan untuk
menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi mayoritas warga negara,
atau bahkan bagi seluruh elemen masyarakat. Penilaian terhadap
keberlakuan hukum dilakukan melalui analisis terhadap dampak nyata yang

ditimbulkan dalam proses penerapannya. Berdasarkan pendekatan ini,

23 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), him. 137-138.
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substansi hukum seyogianya berisi ketentuan-ketentuan yang mengarahkan
pada terbentuknya tata kelola negara yang berorientasi pada kesejahteraan
umum.*

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memberikan landasan yang stabil bagi individu untuk
bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Sebaliknya, ketiadaan
kepastian hukum mengakibatkan absennya pedoman yang jelas dalam
berperilaku, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian sosial.
Oleh karena itu, tidak mengherankan Gustav Radbruch menempatkan
kepastian hukum sebagai salah satu pilar fundamental dalam teori tujuan
hukum. Dalam konteks kehidupan sosial, kepastian ini berperan penting
untuk menciptakan keteraturan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
hukum yang berlaku, kepastian hukum menjadi unsur yang tak terpisahkan
dari terjaminnya ketertiban dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan prinsip normatif yang mencakup baik
aturan tertulis maupun putusan hakim. Prinsip ini menuntut adanya
pelaksanaan kehidupan hukum yang bersifat transparan, tertata, konsisten,
dan dijalankan secara konsekuen. Kepastian hukum menghindari dominasi
faktor-faktor subjektif dalam praktik hukum, sehingga memberikan jaminan

stabilitas dan prediktabilitas dalam interaksi sosial dan kelembagaan.

24 Lili Rasjidi dan 1.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung Remaja
Rosdakarya), 1993, him. 79-80
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Dalam konteks penelitian ini, nilai keadilan memegang peranan sentral
dalam proses penilaian yuridis yang dilakukan oleh hakim terhadap
permohonan izin poligami. Permohonan tersebut tidak hanya menyangkut hak
hukum formal pemohon, melainkan juga berkaitan erat dengan perlindungan
terhadap martabat istri sah, kepentingan anak-anak, dan aspek kelayakan
moral dari tindakan suami yang mengajukan poligami. Oleh karena itu, hakim
dituntut untuk tidak hanya berpegang pada pendekatan formalisme hukum
semata, melainkan juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam
memutus perkara.?

Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang hanya
mengikuti teks positif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan sejati berpotensi melahirkan ketidakadilan. Dalam konteks poligami,
apabila putusan hanya berlandaskan pada syarat yuridis mengacu pada
regulasi dalam Pasal 4 dan 5 yang mengatur tentang praktik poligami, tanpa
mempertimbangkan kerentanan istri sah atau anak yang belum lahir, maka
putusan tersebut dikhawatirkan akan mencederai rasa keadilan publik.
Radbruch menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, keadilan substantif
harus diutamakan, bahkan jika itu berarti mengoreksi penerapan hukum positif

yang terlalu kaku.

% Ady Irawan, “Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan,” Jurnal Pendidikan
Ips 9, no. 1 (2019): 1-7
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Selanjutnya, aspek kepastian hukum juga menjadi dimensi penting yang
tidak dapat diabaikan dalam pengambilan putusan. Kepastian hukum berfungsi
memberikan arah yang jelas bagi para pihak dan menjaga prediktabilitas sistem
peradilan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun hakim di
Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari mengacu pada sumber hukum yang
serupa, yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam namun
terdapat disparitas dalam cara masing-masing hakim menafsirkan dan
menerapkannya. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakpastian hukum
yang bersumber dari perbedaan dalam konstruksi rasionalitas hukum hakim.
Oleh karena itu, penting untuk membangun rasionalitas hukum yang tidak
hanya individualistik, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan
konsistensi sistem hukum nasional .8

Dari perspektif kemanfaatan, nilai ini menghendaki agar setiap putusan
tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan dampak sosial yang
positif. Dalam kasus poligami, hakim diharapkan mampu menilai apakah
pengabulan permohonan akan membawa maslahat bagi semua pihak atau justru
menimbulkan mudarat, seperti ketidakstabilan rumah tangga, trauma psikologis
pada istri, atau beban ekonomi tambahan. Penelitian ini menyoroti bahwa
faktor-faktor sosial, budaya, dan moral turut memengaruhi pola pikir hakim

dalam mempertimbangkan manfaat atau kerugian dari suatu putusan. Ini

2% Rafiqi Rafigi and Arie Kartika, “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia,”
Jurnal Hukum In Concreto 2, no. 1 (2023): 45-57
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menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, dan
bahwa penalaran hukum yang digunakan oleh hakim harus mampu merespons
realitas kehidupan yang kompleks.

Dengan demikian, ketiga nilai yang diajukan oleh Gustav Radbruch
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi
harus diintegrasikan secara holistik dalam proses pengambilan keputusan
hakim. Dalam kerangka inilah, rasionalitas hukum hakim memainkan peran
penting dalam menjembatani teks hukum dengan realitas sosial. Hakim tidak
semata-mata menjalankan fungsi sebagai pelaksana normatif dari undang-
undang, melainkan juga berperan sebagai subjek aktif yang menafsirkan dan

menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang.

Tabel. Nalar Berpikir Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Nilai Tujuan Makna Indikator Praktis Dampak terhadap
Hukum Filosofis dalam Putusan Penilaian Hukum
Hakim

Kesesuaian memperhatikan
keseimbangan antara
. antara hukum . :
1. Keadilan kepentingan suami,
(Gerechtigkeit) den_gan m(_)ral, istri, dan anak;
hati nurani, dan ’ hi -
hak manusia meng indari .
ketimpangan relasi
gender

Putusan dianggap
adil secara etis,
meskipun tidak
selalu sesuai teks
hukum




3.
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Hakim
Hukum harus mempertimbangkan Putusan bersifat
membawa dampak sosial pragmatis; memilih
2. Kemanfaatan ) . .
<n: - | Manfaat nyata | putusan: masa depan solusi yang paling
(ZweckmaRigkeit) .
bagi anak, keutuhan berguna secara
masyarakat keluarga, dan sosial
stabilitas sosial
Hukum harus Hakim berpegang Putusan dianada
3. Kepastian diterapkan pada norma tertulis danat diore di?(gi lzlan
Hukum secara (UU No. 1/1974, m(fn'aml?n Ketertiban
(Rechtssicherheit) | konsisten, tidak | KHI), tanpa huk dm
berubah-ubah interpretasi bebas

Integrasi Teori Teubner dan Radbruch dalam Analisis Putusan

Integrasi antara teori rasionalitas hukum Gunther Teubner dan teori
tujuan hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka analisis yang
komprehensif dalam memahami praktik putusan hakim, khususnya dalam
perkara izin poligami. Teori Teubner memungkinkan peneliti untuk memetakan
pola pikir yuridis hakim melalui klasifikasi rasionalitas formal, substantif, dan
refleksif. Setiap kategori menggambarkan orientasi dan logika pendekatan
hukum yang digunakan oleh hakim untuk merekonstruksi makna norma
berdasarkan fakta empiris dan realitas sosial yang relevan dengan perkara.
Dalam konteks ini, hakim yang cenderung berpegang pada struktur norma
secara tekstual rasionalitas formal,

diklasifikasikan sebagai pengguna

sedangkan hakim yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kondisi
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sosial menunjukkan kecenderungan pada rasionalitas substantif atau bahkan
refleksif.

Dengan demikian, integrasi kedua teori ini menghadirkan pendekatan
dua dimensi: dimensi proses rasionalisasi hukum (Teubner) dan dimensi
evaluasi nilai substansi hukum (Radbruch). Ketika putusan hakim dikaji
melalui dua perspektif ini, analisis tidak hanya berfokus pada “bagaimana”
suatu keputusan dihasilkan, tetapi juga pada “sejauh mana” keputusan tersebut
mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Misalnya, seorang
hakim yang menolak permohonan poligami dengan alasan perlindungan
terhadap istri sah dan anak-anak, tidak hanya menunjukkan kecenderungan
rasionalitas  substantif atau refleksif (Teubner), tetapi juga telah
memprioritaskan nilai keadilan dan kemanfaatan (Radbruch).

Integrasi ini juga berfungsi untuk menjelaskan disparitas putusan antar
pengadilan dalam perkara yang serupa. Dalam beberapa putusan yang
dianalisis dalam penelitian ini, perbedaan pertimbangan hukum antara satu
hakim dengan yang lain dapat dijelaskan melalui pendekatan rasionalitas
hukum mereka, sekaligus dinilai secara normatif berdasarkan teori Radbruch.
Dengan kata lain, integrasi dua teori ini menjadi alat diagnostik sekaligus

evaluatif terhadap kualitas putusan pengadilan dalam perkara izin poligami.
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Tabel 3. Kerangka Konseptual Formulasi Rasionalitas Hukum Hakim dalam

Mengabulkan dan Menolak Permohonan Poligami

Formulasi Rasionalitas Hukum Hakim
dalam Perkara Izin Poligami

(di Pengadilan Agama Mungkid dan
Wonosari)

l

Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

(Keadilan, Kepastian Hukum,

Kemanfaatan)
v
v v v
Keadilan ‘ Kepastian Hukum | | Kemanfaatan
Hukum L Formal Hukum

G. Metode Penelitian

Guna menyusun kajian ini secara sistematis, penulis mengadopsi metode
penelitian berikut sebagai landasan analisis:

1. Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat
lapangan (field research), yakni dengan melakukan pengamatan langsung
terhadap objek yang menjadi fokus studi, guna memperoleh data empiris yang
bersifat kontekstual dan relevan dengan permasalahan yang dianalisis. Oleh
karena pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap kasus-kasus konkret,

maka penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian studi kasus
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(case study).? Penyusun melakukan penelitian dan pengamatan di Pengadilan
Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari terkait pengabulan hakim
terhadap permohonan izin poligami.

2. Sifat Penelitian

Karakter penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk
menggambarkan secara sistematis suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena
hukum tertentu, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan
menggunakan teori-teori yang relevan sebagai landasan interpretatif. Sehingga
hasil wawancara yang didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan teori
rasionalitas hukum oleh Gunther Teubner dan tujuan hukum yang dikemukakan

oleh Gustav Radbruch.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu
pendekatan yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum tertulis, tetapi
juga menggali realitas hukum sebagaimana berlangsung di masyarakat. Melalui
pendekatan ini, peneliti mengkaji pelaksanaan praktik hukum secara langsung
di lapangan untuk mengidentifikasi persoalan faktual, yang selanjutnya

dianalisis dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan

2" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2013), him. 121
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teori-teori hukum yang relevan dengan menautkan permasalahan yang diteliti
pada kerangka normatif seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia sebagai dasar pijakan analisis hukum.?® Penelitian ini juga
menggunakan pendekatan studi kasus (case approach), yang dimaksudkan
untuk menganalisis secara mendalam kasus-kasus konkret yang relevan dengan
fokus permasalahan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif
terhadap objek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah
pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan perkara izin poligami yang
telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan

Agama Wonosari.?

Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka menjamin keakuratan dan keabsahan data, penelitian ini
menggunakan sejumlah metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan
karakteristik objek kajian:
a. Dokumentasi,
Peneliti menghimpun data dalam bentuk salinan resmi putusan perkara izin
poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai sumber utama

dalam analisis yuridis.

28 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika,2002), him. 15

29 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), him. 134.



31

b. Wawancara,

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui penyampaian
sejumlah pertanyaan terstruktur kepada salah satu hakim Pengadilan
Agama, dengan fokus pada penggalian argumentasi hukum (legal
reasoning) yang diterapkan sebagai dasar pertimbangan yuridis dalam
proses penyelesaian perkara permohonan izin poligami di lingkungan

Peradilan Agama Mungkid dan Wonosari.

5. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengelaborasi sumber data primer berupa hasil wawancara dan dokumen
putusan dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-

undangan, serta publikasi ilmiah yang relevan.:

a. Data Primer, berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada
putusan: 544, 1438, 1469

b. Data Primer, berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada
putusan: 780, 1291

c. Data sekunder dalam penelitian ini berperan sebagai pelengkap yang
memperkuat hasil temuan dari data primer. Jenis data ini mencakup regulasi

perundang-undangan yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer,
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serta referensi ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan berbagai karya
akademik lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus

penelitian.

6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai setelah seluruh data
empiris berhasil dihimpun secara sistematis. Data tersebut kemudian diolah
dan diinterpretasikan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang
bermakna serta bernilai secara ilmiah sesuai dengan tujuan penelitian. Proses
ini mencakup tahap identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap data
yang bersumber dari dokumen putusan, wawancara, maupun referensi lain
yang relevan. Setelah dilakukan penelaahan menyeluruh, data tersebut
disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan teori tujuan
hukum serta asas prioritas nilai hukum, hingga akhirnya dirumuskan

kesimpulan yang mencerminkan hasil kajian secara komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan
Agar mempermudah penyusunan tesis ini dan mendapatkan

penelitian yang sistematis, diuraikan dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama, Bab ini merupakan bagian pendahuluan dari tesis yang

memuat fondasi awal penyusunan penelitian. Di dalamnya tercantum latar
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belakang masalah yang menjelaskan urgensi serta alasan pemilihan topik
penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan dan
manfaat dari penelitian. Selanjutnya, disajikan pula telaah pustaka yang
merangkum berbagai penelitian terdahulu terkait isu poligami dari beragam
perspektif, serta menguraikan posisi orisinalitas penelitian ini dibandingkan
dengan studi yang telah ada. Bab ini juga memuat kerangka teoretik yang
digunakan sebagai alat analisis dalam menelaah permasalahan hukum,
metode penelitian yang menjelaskan pendekatan ilmiah yang digunakan, dan

sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Bab kedua, bab ini dikelompokkan menjadi dua sub pembahasan,
dengan rincian membahas gambaran umum mengenai praktik poligami
mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengertian, syarat dan
alasan poligami disertai pandangan/tafsiran ulama terkait aturan poligami.
Sub kedua mengkaji ketentuan poligami yang meliputi alasan dan syarat
poligami dalam peraturan perundang-undangan dengan melihat aturan UU
No0.1/1974 (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam, dalam bab ini juga
diperkenalkan dan ditekankan konsep rasionalitas hukum hakim sebagai
kerangka interpretatif yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di

pengadilan.

Bab ketiga, Pembahasan dalam bab tiga mengulas secara

komprehensif mengenai praktik respons yudisial hakim terhadap
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permohonan izin poligami, baik dalam bentuk persetujuan maupun
penolakan, yang ditelaah melalui dua yurisdiksi berbeda, yaitu Pengadilan
Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari. Bab ini disusun ke
dalam tiga subbagian pokok yang memiliki keterkaitan logis satu sama lain,
membentuk alur pembahasan yang sistematis dan terpadu Sub-bab pertama
membahas mengenai putusan hakim yang mengabulkan permohonan izin
poligami, yang mencakup uraian mengenai isi putusan, penjabaran
mengenai implementasi di lapangan, serta dinamika atas Dasar argumentasi
yuridis yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menentukan dasar
dan alasan dikabulkannya permohonan tersebut. Sub-bab kedua memuat
pembahasan terkait putusan hakim yang menolak permohonan izin poligami,
dengan fokus pada penjelasan isi putusan serta kajian mendalam atas alasan-
alasan yuridis dan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi penolakan
pada putusan. Selanjutnya, mengkaji melalui empat aspek penting, yakni
aspek formal, aspek hukum materill, aspek penjatuhan putusan , dan aspek

penalaran hukum.

Bab keempat, Bab ini mengkaji pertimbangan hukum para hakim
dalam memutus perkara izin poligami melalui pendekatan teori rasionalitas
hukum Gunther Teubner dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Fokus
utama dalam bab ini adalah mengevaluasi bentuk rasionalitas yang

digunakan oleh hakim apakah bersifat formal, substantif, atau refleksif serta
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sejaun  mana pertimbangan tersebut merefleksikan prinsip-prinsip
fundamental dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum sebagai pilar utama dalam struktur norma yang adil dan fungsional.
Melalui analisis terhadap lima putusan dari dua pengadilan agama, bab ini
bertujuan mengidentifikasi pola penalaran hukum yang mendasari disparitas
putusan dalam perkara sejenis, sekaligus menilai orientasi nilai yang

menjadi landasan filosofis para hakim dalam mengambil keputusan.

Bab kelima, sebagai bab penutup yang merupakan esensi dari
jawaban pokok permasalahan penelitian di bagian bab terakhir. Di dalamnya
berisi mengenai Bagian ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil
pembahasan, yang secara langsung merespons rumusan masalah yang telah
diajukan dalam penelitian. Selain itu, penulis juga menyampaikan sejumlah
rekomendasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan wacana

hukum dan praktik peradilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk rasionalitas hukum yang
digunakan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan
Agama Mungkid dan Wonosari bervariasi, mulai dari rasionalitas formal
yang menekankan pemenuhan syarat normatif secara ketat, hingga
rasionalitas substantif yang membuka ruang pertimbangan sosial, moral,
dan perlindungan terhadap pihak rentan seperti anak. Dalam beberapa
putusan, pendekatan formalis mendominasi dan menjadi dasar utama
penolakan, sementara dalam putusan lainnya, pendekatan substantif
menjadi landasan dikabulkannya permohonan demi keadilan dan
kemanusiaan.

2. Nilai-nilai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tercermin secara berbeda
dalam masing-masing putusan. Kepastian hukum tampak dominan pada
putusan yang berlandaskan rasionalitas formal, sedangkan keadilan dan

kemanfaatan lebih menonjol dalam putusan yang memperhatikan konteks

145
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sosial, seperti kehamilan calon istri dan kebutuhan perlindungan anak. Hal
ini menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak selalu berjalan seiring dalam
praktik, melainkan saling bersaing tergantung pada cara pandang hakim.
3. Adapun disparitas putusan dalam perkara dengan fakta yang relatif serupa
disebabkan oleh tiga faktor utama: perbedaan logika yuridis atau
pendekatan rasionalitas yang dianut masing-masing hakim; variasi dalam
menafsirkan syarat formil dan materiil; serta perbedaan dalam
mengintegrasikan nilai-nilai hukum ke dalam penalaran putusan. Meskipun
norma yang digunakan sama, hasil akhir bisa berbeda karena hakim
memiliki otonomi dalam menyeimbangkan teks hukum dengan nilai

keadilan dan konteks sosial yang mereka hadapi.

B. Saran
1. Hakim diharapkan dapat lebih menyeimbangkan implementasi prinsip-
prinsip fundamental dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukumsecara proporsional dalam memeriksa perkara izin
poligami. Selain itu, dalam menalar dan menafsirkan norma hukum, hakim
sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan formalistik, tetapi juga
mengembangkan penalaran substantif dan refleksif, sebagaimana
dikemukakan oleh Gunther Teubner. Hal ini penting agar putusan tidak
hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan manusiawi secara sosial.

Hakim juga perlu lebih sensitif terhadap kedudukan istri sah sebagai pihak
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yang rentan dalam perkara poligami. Hak-haknya perlu dipertimbangkan
secara eksplisit dalam amar dan pertimbangan hukum, agar putusan tidak
memunculkan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Bagi Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Mahkamah Agung) perlu adanya
peninjauan ulang dan penguatan terhadap regulasi mengenai izin poligami,
agar standar hukum materiil dan formil dapat lebih eksplisit memuat unsur
keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum semata.
Pembaruan norma ini penting untuk mengurangi disparitas putusan dan
mendorong konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai wilayah
yurisdiksi.

Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Kajian terhadap praktik yudisial
dalam perkara poligami perlu terus dikembangkan dengan pendekatan
interdisipliner, tidak hanya berbasis doktrin hukum, tetapi juga analisis
sosiologis dan gender. Hal ini penting untuk menilai secara lebih adil
bagaimana dampak putusan pengadilan terhadap pihak-pihak yang
terdampak secara langsung, terutama perempuan dan anak. Teori
rasionalitas hukum Gunther Teubner dan teori tujuan hukum Gustav
Radbruch terbukti mampu membantu membaca struktur pertimbangan
hakim secara lebih dalam. Oleh karena itu, pendekatan teoretis semacam ini
perlu terus dikembangkan dalam studi-studi hukum keluarga Islam di

Indonesia.
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